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ABSTRACT

This study examines the implementation of collaborative governance in strengthening the capacity of island
governance within Indonesia’s outermost regions. The research addresses governance challenges in archipelagic
areas, including limited infrastructure, weak inter-island connectivity, low institutional capacity, and unequal
public service delivery. Using a qualitative approach with a multiple case study design, this study analyzes
collaborative interactions among government institutions, local communities, private sectors, academics, and non-
governmental organizations in several outer island regions of Indonesia. Data were collected through in-depth
interviews, observation, documentation, and secondary data analysis from government databases and scientific
publications. The findings indicate that collaborative governance plays a strategic role in improving institutional
capacity, strengthening public service delivery, and enhancing participatory development in island regions. The
effectiveness of collaborative governance is influenced by institutional capacity, collaborative leadership, digital
infrastructure, intersectoral coordination, and community participation. Furthermore, this study formulates a
collaborative governance model based on institutional strengthening, multi-stakeholder networking, digital
governance, and local wisdom-based participation. The study concludes that collaborative governance provides
an adaptive and sustainable governance framework for strengthening island governance capacity in Indonesia’s
outermost regions.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas
pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Permasalahan utama pemerintahan kepulauan meliputi
keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas antarwilayah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta
ketimpangan pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel
pada beberapa wilayah kepulauan terluar di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,
observasi, dokumentasi, dan analisis data sekunder dari berbagai basis data pemerintah serta publikasi ilmiah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan
partisipatif di wilayah kepulauan. Efektivitas collaborative governance dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan,
kepemimpinan kolaboratif, infrastruktur digital, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini
juga menghasilkan model collaborative governance berbasis penguatan kelembagaan, jejaring multipihak,
digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Penelitian menyimpulkan
bahwa collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan dalam
penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia.

Katakunci: Collaborative governance; pemerintahan kepulauan; kapasitas kelembagaan; wilayah terluar;

administrasi publik.
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PENDAHULUAN

Wilayah kepulauan terluar Indonesia memiliki posisi strategis dalam perspektif geopolitik,
pertahanan negara, ekonomi maritim, dan integrasi nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah-wilayah
terluar yang secara geografis terpisah, memiliki keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik yang
belum merata, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang masih beragam. Kondisi tersebut
menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, lemahnya konektivitas administrasi, rendahnya
kualitas pelayanan publik, hingga terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi
sumber daya lokal secara optimal. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan menjadi
isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas administrasi publik, tetapi juga menyangkut
keberlanjutan pembangunan nasional dan penguatan kedaulatan negara pada kawasan perbatasan dan
pulau-pulau kecil terluar.

Permasalahan pemerintahan kepulauan di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan
birokrasi konvensional yang bersifat hierarkis dan sektoral. Kompleksitas persoalan wilayah kepulauan
menuntut adanya pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas masyarakat pesisir, organisasi masyarakat sipil, maupun
lembaga non-pemerintah lainnya. Pendekatan collaborative governance menjadi relevan karena
menekankan proses pengambilan keputusan bersama, pembangunan kepercayaan antaraktor, koordinasi
lintas sektor, serta pembagian sumber daya dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ansell dan Gash menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan pengaturan pemerintahan di
mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses
pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan
atau mengimplementasikan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008).

Dalam perkembangan studi administrasi publik kontemporer, collaborative governance telah
menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan wilayah yang memiliki kompleksitas tinggi,
termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Penelitian Emerson dan Nabatchi (2015) menunjukkan bahwa
tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui integrasi kapasitas
antaraktor dan penguatan shared motivation dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Penelitian
lainnya oleh Purwanto et al. (2021) mengenai tata kelola pemerintahan kepulauan di Indonesia menemukan
bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kapasitas kelembagaan daerah menjadi hambatan
utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Sementara itu, studi Hidayat dan
Wicaksono (2022) menegaskan bahwa penguatan collaborative governance pada wilayah pesisir dan
kepulauan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat efektivitas pembangunan
berbasis lokal.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek pembangunan
pesisir, pengelolaan sumber daya laut, atau pelayanan publik secara parsial, sehingga belum banyak
membahas secara spesifik mengenai model collaborative governance dalam penguatan kapasitas
pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Penelitian terdahulu juga cenderung melihat
collaborative governance hanya sebagai mekanisme koordinasi antaraktor, tanpa mengkaji secara
mendalam bagaimana desain kelembagaan kolaboratif dapat memperkuat kapasitas adaptif pemerintah
daerah kepulauan dalam menghadapi tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan
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pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada upaya pengembangan
model collaborative governance yang secara khusus difokuskan pada penguatan kapasitas pemerintahan
kepulauan di wilayah terluar Indonesia melalui integrasi aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat,
koordinasi lintas sektor, dan tata kelola adaptif berbasis karakteristik wilayah kepulauan.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional dalam pembangunan kawasan
perbatasan dan wilayah terluar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) serta kebijakan pembangunan berbasis kemaritiman dan konektivitas antarpulau. Dalam
praktiknya, pemerintah daerah kepulauan sering menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sumber daya
manusia, infrastruktur digital, dan akses transportasi yang berdampak pada rendahnya efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas
pemerintahan tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi memerlukan kolaborasi
multipihak yang mampu membangun sinergi sumber daya, inovasi kebijakan, dan keberlanjutan tata kelola
pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana
implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah
terluar Indonesia; (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas collaborative governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan kepulauan; dan (3) bagaimana model collaborative governance yang adaptif
dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan di wilayah terluar
Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penguatan
kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas tata kelola kolaboratif, serta merumuskan model collaborative governance yang
adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah
kepulauan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian
collaborative governance pada konteks pemerintahan kepulauan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis
bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola wilayah terluar Indonesia secara lebih
integratif dan kolaboratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis untuk
memahami secara mendalam implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas
pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini
berupaya mengkaji fenomena tata kelola pemerintahan secara kontekstual, kompleks, dan multidimensional
melalui interpretasi terhadap interaksi antaraktor, dinamika kelembagaan, serta proses kolaborasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan kepulauan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan
peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses sosial dan kelembagaan yang tidak dapat
dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus multipel (multiple case study) dengan fokus
pada beberapa wilayah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, administratif,
dan kapasitas pemerintahan yang berbeda. Pemilihan studi kasus multipel dimaksudkan untuk memperoleh
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pemahaman komparatif mengenai implementasi collaborative governance pada konteks pemerintahan
kepulauan yang beragam. Adapun lokasi penelitian difokuskan pada beberapa daerah kepulauan terluar di
Indonesia, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan
Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Ketiga
wilayah tersebut dipilih karena merepresentasikan daerah kepulauan terluar yang menghadapi tantangan
keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan publik, serta kapasitas kelembagaan
pemerintahan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik
purposive sampling. Informan penelitian meliputi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD),
aparat kecamatan dan desa kepulauan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tokoh masyarakat
pesisir, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan
wilayah kepulauan. Teknik purposive sampling digunakan karena penelitian ini membutuhkan informan
yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam tata kelola pemerintahan
kepulauan.

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi.
Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi pelayanan publik, koordinasi kelembagaan, serta
implementasi program kolaboratif pada wilayah penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan
dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan
daerah, regulasi terkait pemerintahan kepulauan, serta data statistik yang relevan dengan fokus penelitian.
Data sekunder juga diperoleh dari publikasi ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan
lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang berkaitan dengan collaborative governance dan
pemerintahan kepulauan.

Dalam mendukung validitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan
triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari
berbagai informan dan dokumen kebijakan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan
keabsahan data penelitian sebagaimana disarankan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam penelitian
kualitatif

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldafia
(2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi
data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian.
Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, narasi deskriptif, dan pemetaan hubungan antaraktor
collaborative governance. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-
menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh temuan yang valid dan konsisten.

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari basis data publik yang dapat
diakses secara terbuka, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD). Data statistik mengenai indeks pembangunan wilayah kepulauan, pelayanan
publik, kapasitas fiskal daerah, dan konektivitas antarwilayah diperolen melalui portal resmi BPS
(https://www.bps.go.id), portal data Kemendagri (https://www.kemendagri.go.id), serta portal Satu Data
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Indonesia (https://data.go.id). Penggunaan basis data tersebut dilakukan untuk memperkuat analisis empiris
terkait kondisi kapasitas pemerintahan kepulauan di wilayah terluar Indonesia.

Untuk menjaga etika penelitian, seluruh proses wawancara dilakukan dengan persetujuan informan
dan menjunjung prinsip kerahasiaan identitas informan. Peneliti juga memastikan bahwa penggunaan data
dan informasi dalam penelitian ini dilakukan secara objektif, akademis, dan sesuai dengan prinsip integritas
ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Collaborative Governance dalam Pemerintahan Kepulauan

Implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada
wilayah terluar Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma tata kelola dari pendekatan
administratif yang bersifat sentralistik menuju pola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor
pemerintahan dan non-pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah kepulauan tidak lagi
dapat bekerja secara sektoral dalam menghadapi persoalan pelayanan publik, keterbatasan infrastruktur,
rendahnya konektivitas antarwilayah, serta tantangan geografis yang kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi
lintas sektor menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kepulauan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kketerlibatan aktor non-pemerintah seperti organisasi
masyarakat sipil, komunitas nelayan, akademisi, dan sektor swasta mulai meningkat dalam proses
perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Pada beberapa daerah penelitian,
pemerintah daerah telah membentuk forum koordinasi pembangunan kepulauan yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

Implementasi collaborative governance juga terlihat dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dan
pendidikan di wilayah pulau terluar. Pemerintah daerah bekerja sama dengan institusi pendidikan,
organisasi sosial, dan lembaga keagamaan dalam mendukung distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan
pada wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta telekomunikasi mulai
dilakukan untuk memperkuat akses internet dan layanan digital pemerintahan.

Tabel 1. Bentuk Implementasi Collaborative Governance pada Pemerintahan Kepulauan

Bentuk Kolaborasi Aktor yang Terlibat Tujuan Kolaborasi
Forum koordinasi pembangunan | Pemerintah daerah, OPD, | Sinkronisasi program
kepulauan masyarakat pembangunan
Pelayanan kesehatan kepulauan Dinas kesehatan, NGO, tenaga | Peningkatan akses layanan

medis kesehatan
Digitalisasi pelayanan publik Pemerintah  daerah,  provider | Penguatan layanan
telekomunikasi administrasi digital
Pengelolaan wilayah pesisir Pemerintah  desa, komunitas | Pengelolaan sumber daya
nelayan pesisir
Penanggulangan bencana | BPBD, masyarakat, TNI/Polri Penguatan mitigasi bencana
kepulauan

(Sumber: Hasil olahan penelitian, 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, collaborative governance dalam pemerintahan kepulauan tidak hanya
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berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kapasitas pemerintahan
daerah dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis. Temuan ini memperkuat
pandangan Emerson dan Nabatchi (2015) bahwa collaborative governance mampu meningkatkan kapasitas
institusional melalui integrasi sumber daya dan pembagian tanggung jawab antaraktor.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Collaborative Governance

Efektivitas collaborative governance pada wilayah kepulauan terluar dipengaruhi oleh berbagai
faktor kelembagaan, sumber daya, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi elemen paling dominan
dalam menentukan keberhasilan kolaborasi antaraktor.

Keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintahan masih menjadi tantangan utama pada
sebagian besar wilayah kepulauan terluar. Banyak daerah mengalami kekurangan tenaga teknis, rendahnya
kompetensi digital aparatur, serta tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pengambilan
kebijakan strategis. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor dan lambatnya
implementasi program pembangunan.

Selain faktor kelembagaan, aspek kepemimpinan kolaboratif juga memiliki pengaruh signifikan
terhadap efektivitas collaborative governance. Kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah
yang memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas sektor cenderung lebih berhasil dalam
menciptakan kerja sama multipihak. Sebaliknya, pola kepemimpinan birokratis dan hierarkis sering
menjadi hambatan dalam proses kolaborasi.

Partisipasi masyarakat kepulauan juga menjadi faktor penting dalam penguatan collaborative
governance. Pada wilayah yang memiliki modal sosial kuat, tingkat keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan relatif lebih tinggi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut terlibat
dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan program, dan pengelolaan sumber daya lokal.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance

Faktor Kondisi Pendukung Kondisi Penghambat
Kapasitas kelembagaan | SDM kompeten dan adaptif | Kekurangan tenaga teknis
Kepemimpinan Komunikatif dan kolaboratif | Hierarkis dan sektoral
Infrastruktur digital Akses internet memadai Jaringan terbatas
Partisipasi masyarakat | Modal sosial kuat Rendahnya keterlibatan publik
Koordinasi lintas sektor | Forum kolaborasi aktif Ego sektoral antarinstansi

(Sumber: Hasil penelitian, 2026)

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa collaborative governance pada wilayah kepulauan
membutuhkan dukungan kelembagaan yang adaptif dan partisipatif. Tanpa penguatan kapasitas aparatur
dan koordinasi lintas sektor, kolaborasi hanya bersifat administratif dan tidak mampu menghasilkan
perubahan substantif dalam tata kelola pemerintahan kepulauan.

3. Model Collaborative Governance dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kepulauan
Berdasarkan hasil penelitian, model collaborative governance yang efektif pada wilayah kepulauan
terluar Indonesia harus dibangun melalui pendekatan integratif yang menghubungkan pemerintah pusat,
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pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan institusi non-pemerintah dalam satu sistem tata
kelola kolaboratif.

Model ini terdiri atas empat elemen utama, yaitu: (1) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah; (2) pengembangan jejaring kolaborasi multipihak; (3) digitalisasi tata kelola pemerintahan; dan (4)
partisipasi masyarakat berbasis local wisdom. Keempat elemen tersebut saling terintegrasi dalam
membangun tata kelola pemerintahan kepulauan yang adaptif dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, reformasi
birokrasi kepulauan, dan penguatan sistem koordinasi lintas sektor. Sementara itu, pengembangan jejaring
kolaborasi dilakukan melalui pembentukan forum multipihak yang berfungsi sebagai ruang koordinasi
pembangunan wilayah kepulauan.

Digitalisasi pemerintahan menjadi aspek penting dalam model collaborative governance karena
mampu mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses pelayanan publik. Implementasi SPBE,
pelayanan administrasi daring, dan integrasi data pemerintahan menjadi instrumen strategis dalam
meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah kepulauan.

Partisipasi masyarakat berbasis local wisdom juga menjadi elemen penting dalam model ini. Kearifan
lokal masyarakat pesisir dan kepulauan dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat keberlanjutan
pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah.

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE
PEMERINTAHAN KEPULAUAN

PEMERINTAM PUSAT
» “
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Gambar 1. Model Collaborative Governance Pemerintahan Kepulauan
(Sumber: Hasil konstruksi peneliti, 2026)

Model collaborative governance tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan
kepulauan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui integrasi aktor, sumber daya, teknologi,
dan partisipasi masyarakat dalam satu sistem tata kelola yang kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan
konsep collaborative public management yang menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam
menyelesaikan persoalan publik yang kompleks.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan collaborative governance sebagai model tata
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kelola yang relevan dalam konteks pemerintahan kepulauan dan wilayah terluar. Secara praktis, penelitian
ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu memperkuat desain kelembagaan kolaboratif,
meningkatkan kapasitas digital pemerintahan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam
pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan dan
strategis dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Kompleksitas
permasalahan wilayah kepulauan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas antarwilayah,
keterbatasan sumber daya aparatur, dan ketimpangan pelayanan publik, tidak dapat diselesaikan melalui
pendekatan birokrasi yang bersifat sektoral dan hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola
pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi collaborative governance pada wilayah
kepulauan telah diwujudkan melalui forum koordinasi pembangunan, kerja sama pelayanan publik,
digitalisasi administrasi pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah
kepulauan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, akademisi,
dan organisasi non-pemerintah terbukti mampu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
dalam menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya.

Efektivitas collaborative governance dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah, kepemimpinan kolaboratif, kualitas infrastruktur digital, koordinasi lintas
sektor, serta tingkat partisipasi masyarakat. Kelemahan pada salah satu aspek tersebut berpotensi
menghambat keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan kepulauan.

Penelitian ini juga menghasilkan model collaborative governance pemerintahan kepulauan yang
menekankan integrasi kapasitas kelembagaan, pengembangan jejaring multipihak, digitalisasi tata kelola
pemerintahan, dan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Model tersebut diharapkan dapat menjadi
alternatif pendekatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan wilayah terluar Indonesia secara lebih
inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian collaborative
governance dalam konteks pemerintahan kepulauan dan administrasi publik wilayah terluar. Secara praktis,
hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan
kapasitas pemerintahan kepulauan melalui pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi dan berorientasi
pada keberlanjutan pembangunan wilayah kepulauan Indonesia.
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